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ABSTRAK 
Dalam praktiknya, politik identitas bagaikan dua mata pisau: ia dapat menjadi 
positif maupun negatif. Di Indonesia, tren isu politik identitas kian menguat 
sehingga memitigasi akumulasi negatifnya menjadi niscaya. Artikel ini fokus untuk 
membedah tanda-tanda, penyebab, dan konsekuensi negatif dari politik identitas 
sebelum dan sesudah Pemilihan Umum (Pemilu) dengan menggunakan refleksi 
kritis sebagai paradigma dan tinjauan literatur maupun wawancara sebagai 
metode. Berdasarkan penelitian kami, ada tiga fenomena yang menunjukkan politik 
identitas ke arah yang negatif: 1) identitas yang dipersenjatai (weaponized identity); 
2) siberbalkanisasi cyberbalkanization/splitinternet; 3) dan menguatnya 
konservatisme di ranah politik. Selain itu, ada enam penyebab terjadinya masalah 
ini meliputi, normalisasi budaya partisan dalam konteks politik sehari-hari, 
marginalisasi, isu kepercayaan, munculnya pandangan ekstremis dari ruang 
publik, adanya aktor politik, yang melegitimasi dan menyebarkan kebencian secara 
terorganisir, dan literasi politik yang lemah. Konsekuensinya, suasana demokrasi 
Indonesia sebelum dan sesudah Pemilu akan penuh dengan ketegangan etnis-
agama, hoaks, pelintiran kebencian, dan ketidakpercayaan yang dapat 
menyebabkan polarisasi, kerusuhan, dan populisme. Di akhir, penelitian ini juga 
mengartikulasikan delapan cara untuk memitigasi dampak negatif dari identitas 
politik sebelum dan sesudah Pemilu. 
Kata Kunci: Mitigasi dampak negatif, Politik identitas, Pemilu Indonesia. 
 
 

MITIGATION STRATEGIES FOR THE NEGATIVE IMPACT OF IDENTITY 

POLITICS BEFORE AND AFTER INDONESIA GENERAL ELECTION 

 
ABSTRACT 

Practically, identity politics has a two-edged sword: it can be positive and negative. 
In Indonesia, the trend of identity politics is growing stronger, which makes it 
necessary to mitigate its negative consequences. This article aims to dissect the signs, 
causes, and negative consequences of identity politics before and after the General 
Elections (Pemilu) by employing critical reflection as a paradigm and using literature 
review and interviews as methods. This research finds that there are three 
phenomena that indicate the negative direction of identity politics: 1) weaponized 
identity; 2) cyberbalkanization/split internet; 3) and the strengthening of 
conservatism in the political realm. Additionally, there are six causes contributing to 
these issues, including the normalization of partisan culture in everyday politics, 
marginalization, trust issues, the emergence of extremist views in public spaces, 
political actors who legitimize and organize the spread of hatred, and weak political 
literacy.Consequently, Indonesia's political dynamic before and after the election was 
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full of ethnics-religious tension, hoax, hate spin, and distrust that can cause 
polarization, riots, as well as populism. This also found eight ways to mitigate the 
negative impact of political identity before and after the election. 
Keywords: Mitigation strategy the negative impact, Identity politics, 
Indonesia general glection 

 

PENDAHULUAN  
Menurut kajian Supratikno (2022), politik identitas yang tidak 

terkendali dapat mengakibatkan konflik SARA, fundamentalisme dan 

radikalisme agama, serta  manuver politik yang penuh propaganda 

kebencian terhadap pihak lain. Hal senada juga diingatkan oleh Akbar Faisal 

(2022) bahwa, jika politik identitas yang tidak dikelola dengan baik akan 

menyebabkan terpecahnya masyarakat, pengkotakan kepentingan, 

diskriminasi, dan manipulasi politik. Isu politik identitas menjadi perbualan 

dan perdebatan hangat dalam dunia modern, terutamanya semenjak 

Huntington menulis "Clash of Civilizations?" pada  tahun 1993. 

Pengunaan identitas dalam politik memang tidak sepenuhnya negatif 

asalkan mengedepankan moralitas politik tetapi jika hal ini saja hilang yang 

terjadi selanjutnya adalah sebuah permasalahan seperti hadirnya 

antagonisme sosial akibat dari permainan identitas untuk kepentingan 

elektrol semata.  Laclau dan Mouffe mengistilahkannya sebagai political 

frontiers atau ambang batas hegemoni politik, di mana setiap aktor politik 

memahami dan menggunakan  identitas mereka melalui relasi yang 

antagonistik (De Toffoli, 2022; Kazharski, 2019). 

Kondisi ini menurut Nawir dan Mukramin (2019) jika terus dipelihara 

sebelum, selama, bahkan sesudah Pemilu  malah akan memunculkan 

banyak konflik sosial dalam skala besar maupun kecil yang dapat 

mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.  Apalagi jika kita cermati, 

politik identitas yang selama ini dipraktikan memang membahayakan 

karena telah membagi masyarakat menjadi dua kubu yang saling 

bertentangan dan terus terpelihara selepas Pemilu. Maka menjadi wajar, jika 

selanjutnya yang terjadi adalah timbulnya serangkaian gejala negatif seperti 

mengecilkan peranan pihak lain, ketidakpercayaan terhadap pihak yang 

terpilih dan penyelenggara Pemilu (KPU), intoleransi, persekusi, budaya 

mengolok-olok hanya karena beda pilihan, hingga sampailah pada upaya 

yang menggugat Pancasila dan ketertiban umum. 

Dalam konteks negara yang plural seperti Indonesia, politik identitas 

dalam demokrasi yang seharusnya mempersatukan sebagaimana yang di 

contohkan oleh para guru bangsa sebelum dan pada awal kemerdekaan  itu 

malah bergerak kearah yang mengancam persatuan. Apalagi dengan 

kehadiran media sosial (medsos) yang  memiliki penetrasi besar, yang mana 

pada tahun 2021 saja sudah mencapai 73.7 % atau setara dengan 204.7 

Juta dari 277.7 juta jiwa (We Are Social & HootSuite, 2021).  Besarnya 

penetrasi medsos di Indonesia tentu menjadikan medsos digunakan sebagai 
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alat yang paling efektif nan strategis” untuk mendulang, mempertahankan, 

dan sembari mengorganisir dukungan. 

Namun di satu sisi, pengunaan medsos dalam politik juga menambah 

rangkaian permasalahan seperti menguat dan meluasnya rumor, spekulasi, 

gosip, dan hoax. Ada yang terorganisir seperti pada kasus Saracen, Lambe 

Turah, Polisi China, TKA China, dan MCA sewaktu Pemilu 2019 dan 

selepasnya maupun yang dilakukan secara individual. Cahyo Pamungkas, 

dalam intoleransi dan radikalisme dalam pertanyaan (2020), 

mengungkapkan medsos yang kini menjadi kebutuhan telah menjadi 

ekosistem  bagi pasca-kebenaran (post-truth society), yakni kondisi dimana 

kebenaran tidak lagi bersifat tunggal karena ada penciptaan fakta-fakta 

sosial alternatif dari masing-masing kalangan yang mampu mempengaruhi 

opini publik sehingga yang kemudian terjadinya adalah kaburnya batas 

antara informasi yang benar dan salah. Identitas menjadi permainan yang 

paling laku di jagat maya melalui narasi keterancaman, ketersinggungan, 

dan ketidakpercayaan (wawancara pribadi dengan Azhar Ibrahim, 2023). 

Post-truth sebenarnya timbul akibat distrupsi digital kalau menurut 

Wan Noraishah Wan Husin (wawancara pribadi, 2023). Menurut Lesya 

Uhryn ada Enam Dampak psikolgis yang kemudian muncul akibat fenomena 

post-truth ditingkat individual yang dapat mengarah ke negatifitas 

diantaranya, (1). ODE (online disinbition effect) yang membuat seseorang 

atau kelompok itu kemudian berani untuk berbuat apa saja tanpa hambatan 

sehingga kurang memahami akibat; (2). FOMO (Fear of Missing out) yang 

membuat seseorang atau kelompok merasa takut tertinggal sehingga ingin 

Viral, (3). Menormalisasi kebohongan, (4). Tidak punya acuan waktu, (5). 

Mempunyai mentalitas instan, dan (6). Lemah dalam intuisi yang rasional 

(Wawancara pribadi, 2023).  

Karena dampaknya yang serius, kajian tentang politik identitas 

semakin meluas melampaui ruang akademis dan momentum politik.  Sinisa 

Malesevic (2006) dalam kata pengantarnya untuk buku berjudul Identity as 

Ideology Understanding Ethnicity and Nationalism, mendeskripsikan 

kepopuleran kajian tentang  ini karena:  

As a result of this conceptual shift and the inherent logic of fashion today 
almost nobody would take lightly the accusation that he or she 
ideological’, while nearly everybody would claim to have or be proud of 
having some kind of identity. 
Dalam konteks perpolitikan di Indonesia yang sarat akan keberagaman 

etnik dan agama, memang agak sulit untuk melepaskan diri dari politik 

identitas.  Menurut Rocky gerung Ada yang menggunakan naratif suku, ras, 

dan agama dan ada pula yang mengangkat identitas berdasarkan ideologi, 

isu yang diketengahkan, pandangan ekosospol, ketokohan, dan lain 

sebagainya (wawancara pribadi, 2023).   Jadi jika ada aktor maupun 

kelompok politik yang berkata mereka tidak memakai bahkan anti terhadap 
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politik identitas tentu merupakan sebuah kemustahilan, karena karena 

partai politik saja   menjadikan identitas sebagai kekuatan utama, 

sebagaimana deskripsi dari Gutmann (2014):  

Many political parties are identity groups, calling upon and cultivating 
shared identities around ideology, class, religion, and ethnicity, among 
other mutual recognition. 
Selanjutnya yang menjadi fokus dalam artikel ini adalah politik 

identitas yang negatif.  karena secara ilmiah, tidak semua politik identitas 

itu negatif. Membaca kembali sejarah, proses kemerdekaan Indonesia saja 

bermula dari bangkitnya kesadaran akan identitas kebangsaan yang mana 

hal itu merupakan contoh dari politik identitas. Buya Hamka dalam Urat 

Tunggang Pancasila (1952) pernah mendeskripsikan: 

Sebelum ada nasionalisme Indonesia, orang mencintai bangsanya 
dengan secara sempit. Bangsa Bugis, bangsa Jawa, bangsa Minang, 
bangsa Melayu raya, dan lain-lain. Tapi persamaan nasib dan 
penderitaanlah yang menyebabkan kita mencari segala macam bahan 
dan alasan buat menetapkan kebangsaan Indonesia yang sekarang ini 
(1952: 29).  
Tetapi Menurut Lesya Uhryn (wawancara, 2023) meskipun politik 

identitas itu basisnya perbedaan, namun menekankan perbedaan tidak 

selalu berkonotasi negatif apalagi jika nalar publik dapat membedakan 

mana yang esensial dan mana yang tidak. Lesya (2023) mencontohkan 

dengan politik identitas berbasis patriotisme,misalnya yang kini populer di 

Ukraina  yang ditekankan bukan pada permusuhan membabi-buta terhadap 

mereka yang berbudaya Rusia di Ukraina apalagi keturunannya  tetapi pada 

agresi yang dilakukan oleh Entitas Rusia sebagai pemerintah dan militernya. 

Oleh karena itu, Bhikku Parekh (2020) juga menegaskan, politik 

identitas akan menjadi positif jika basisnya pada solidaritas, di jalankan 

melalui pemberdayaan, di sadarkan oleh moralitas, dan  tujuannya untuk 

mencapai hasil yang positif namun akan menjadi negatif jika berbasis pada 

doktrin kebencian, pemikiran sempit, kepemimpinan otoriter, perasaan 

akan keterasingan, dan keinginan untuk mendominasi ruang multikultural 

yang kemudian mengancam prinsip hidup bersama secara aman dan 

harmonis (al-ta’ayush al silmi).  Jadi kami memandang politik identitas itu 

seperti dua sisi mata pisau sebagaimana yang juga ditegaskan oleh Agius & 

Keep (2018) dalam “The politics of identity: making and disrupting identity” 

karena dapat dijadikan alat untuk pemersatu maupun pemecah belah. 

Untuk mengkaji negatifitas dari politik identitas, riset ini berfokus pada 

fenomena utama yang merupakan indikasi dari politik identitas yang negatif, 

penyebab dari fenomena itu dapat terjadi, dan cara untuk mengatasi 

fenomena-fenomena yang negatif tadi. Secara spesifik, penelitian ini 

mempunyai empat tujuan: (1) memberikan kajian akademis untuk 

memahami antara politik identitas yang baik dan yang buruk; (2) 

menawarkan perspektif baru untuk mengatasinya; (3) mengisi kesenjangan 
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penelitian sebelumnya tentang politik identitas; (4) sebagai narasi-tanding 

terhadap narasi-narasi yang mengarahkan pada pembangkangan, 

ketidakpercayan terhadap negara dan aparat yang mengatur pemilihan, 

pelintiran kebencian, dan neo-fasisme. Istilah mitigasi dalam konteks 

penelitian ini lebih menitikberatkan pada hal taktis, selain di satu sisi juga 

bermakna sebagai penguatan diskursus tentang politik identitas. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metodelogi kualitatif dengan studi pustaka, 

wawancara dengan akademisi, dan refleksi kritis sebagai pendekatannya. 

Studi pustaka berdasarkan bahan yang relevan dan terbaru yang membahas 

politik identitas secara konseptual, taktis, dan dampaknya bagi masyarakat 

yang multikultur. Wawancara kami lakukan dengan para pakar dari lingkup 

ilmu sosial dan politik yang juga mengkaji seputar politik identitas,  seperti 

pada tabel di bawah ini: 

Tabel 1.  

Daftar Narasumber 

No. Nama Pakar Alasan Akademik Institusi 

1. Azhar Ibrahim Sebagai peneliti yang fokus pada isu 

agama dan masyarakat, khususnya 

melayu dan Indonesia. National 

University of 

Singapore 

2. Syed Farid 

Alatas 

Profesor sosiologi yang berfokus pada 

wilayah kajian sosiologi sejarah, 

sosiologi agama, dan dialog lintas-

agama. 

3. Rocky Gerung Dosen filsafat, pengamat politik Universitas 

Indonesia 

4. Wan Noraishah 

Wan Husin 

Ilmuwan humaniora perempuan yang 

fokus pada studi etnis.  

Universitas 

Malaya 

5. Abdul Rahman 

Embong 

Profesor sosiologi yang fokus pada 

kajian masyarakat menengah, 

globalisasi, dan pembangunan. 

Universiti 

Kebangsaan 

Malaysia 

6. Lesya Uhryn Dosen di program studi sejarah dan 

ilmu politik. 

Universitas 

Ivan Franko 

Lviv 

Sumber: Diolah tim penulis  

 

Selain itu, refleksi kritis yang umumnya digunakan dalam konteks 

pendidikan  untuk orang dewasa (andragogi) (Whitaker & Reimer, 2017) 

dapat bermanfaat untuk   (1) memberikan kerangka dekonstruksi terhadap 

informasi yang kita terima agar lebih dapat memahami berbagai asumsi, 

hubungan, dan pengaruh yang tertanam di dalamnya  serta bagaimana hal 

itu memengaruhi praktik dari objek utama yang diselidiki (Hickson, 2011; 

Lundgren & Poell, 2016; Matsuo, 2019; Taiwo, 2022); (2) menghindarkan 
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pengkaji dan pembaca terhindar dari jebakan bineritas (Janis Fook & 

Gardner, 2007); (3) memberi ruang berpikir yang mendalam (Jan Fook, 

2011); dan (4) lebih berorientasi pada tindakan (Bassot, 2013). 

Menurut Van Woerkom (2010) refleksi kritis memiliki karakter normatif 

yang berfokus pada "pemikiran yang baik" daripada sebatas 

menggambarkan yang diamati. Dalam konteks aktivisme intelektual, 

menurut Raja Ahmad Aminullah dalam bukunya “Pemikiran Tertawan: 

Intelektual, Rausyanfikir, dan Kuasa” (2020), refleksi kritis itu selaras 

dengan tugas intelektual yang memberi penilaian terhadap kondisi yang 

seharusnya. Menurut Jan Fook dan Fiona Gardner dalam buku Practising 

Critical Reflection A Resource Handbook (2007), kunci utama riset yang 

memakai refleksi kritis sebagai metode adalah adanya  penggunaan 

refleksivitas,  sebagaimana  deskripsi  dari Jon Fook:  

In this sense, critical reflection becomes a way of researching the 
knowledge inherent in our practice, and connecting this knowledge (and 
ourselves) with our broader social contexts. With an understanding of 
reflexivity, we become more aware of ourselves as researchers, creating 
knowledge directly from practice experience. We focus particularly 
therefore on our assumptions about knowledge, its different forms, its 
role, what is important and how it is created (2007: 30). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Politik Identitas 

Secara sosiologis pemaknaan terhadap politik identitas tidak tunggal. 

Menurut Kiftiyah (2019), politik identitas adalah cara-cara politis yang 

mengutamakan kepentingan sebuah kelompok karena adanya persamaan 

identitas baik agama, ideologi, ras, etnis, maupun gender. Menurut Dhani 

(2019) dan  Zahrotunnimah (2018), politik identitas adalah sarana politik 

untuk merebut kekuasaan yang berbasis pada hubungan antara identitas 

sosial dan politik. Sementara, menurut Weir (2008), politik identitas 

merupakan proses yang aktif sekaligus kompleks dalam konteks individu 

maupun kelompok dengan menggunakan politik melalui serangkaian proses 

identifikasi, penyatuan, pemaknaan, dan penciptaan narasi baru. 

Sementara menurut Bowen (2021) merupakan cara yang digunakan untuk 

memperluas klaim superioritas berbasis identitas. Dalam konteks politik 

dan demokrasi modern, politik identitas tidak terlepas dari pertautan antara 

kekuasaan, kepentingan, dan relasi antara mayoritas-minoritas (Machlis, 

2022).  

Identitas merupakan sebuah terminologi yang memiliki definisi satu 

untuk beberapa dan beberapa untuk satu (wawancara Syed Farid Alatas, 

2022). Identitas dapat dipahami dalam arti yang luas (jika terkait dengan 

segala yang ada dalam diri manusia), dan dalam arti yang sempit (sesuatu 

yang khas dari individu atau kelompok), bahkan identitas dapat berarti tidak 

berarti apapun (sebab ambiguitas) (Brubaker & Cooper, 2000). Identitas juga 
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menurut Castells (2010) dapat menjadi sumber makna dan pengalaman bagi 

setiap orang, selaras dengan Yates (2015) yang menitikberatkan identitas itu 

menjadi makna karena terbentuk melalui interaksi yang berkelanjutan 

antara jiwa, budaya, dan masyarakat kemudian menjadi skema kognitif 

yang menyediakan kerangka untuk menginterprestasi pengalaman dan 

menentukan siapa dan akan menjadi apa kita di kemudian hari (Stryker & 

Burke, 2000).  

Maka, menjadi hal wajar jika identitas akan menjadi formulasi yang 

selalu membentuk martabat, kebanggaan, atau kehormatan yang secara 

implisit menghubungkannya dengan kategori-kategori sosial (Fearon, 1999).  

Namun pertanyaan besarnya adalah, dengan segala identitas yang tertanam 

dalam diri individu atau kelompok, apakah hidup dengan hal tersebut 

termasuk dalam kehidupan berpolitik adalah sesuatu yang salah? Atau 

sebab dari pemahaman yang sempit tentang identitas yang cenderung 

menjadikan diksi politik identitas dipandang negatif? 

Apalagi dampak dari politik identitas terbilang cukup efektif karena 

dapat mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh Negara (Zilis, 2022), 

memobilisasi massa dalam jumlah yang cukup banyak (Trivedi & Singh, 

2021; Vargas-Ramos, 2007), mendulang suara pasangan calon (Sircar, 

2020; Suherman et al., 2020), menguatkan populisme (Rodrik, 2021), 

menjaga otoriatisme kekuasaan yang mengarah perlahan menuju 

totaliterisme (Hanson et al., 2021; L. J. R. Pauwels & Heylen, 2020; 

Stellmacher & Petzel, 2005), membuka ruang terhadap praktik fasisme dan 

kemunculan ekstrem kanan (Castelli Gattinara et al., 2013; Karapin et al., 

1998; Wiessala, 1997), rasisme (Smith-Rosenberg, 2012), dan konservatisme 

agama (Smith-Rosenberg, 2012).   

Politik identitas pada awalnya banyak dipelopori oleh kelompok kiri 

yang menilai penindasan terhadap golongan orang kulit hitam, perempuan, 

dan kelompok lesbian, homoseksual, biseksual, transgender, queer, 

interseks, aseksual, dan lainnya yang biasa dikenal dengan LGBTQIA++ 

perlu diakhiri (Boyer et al., 2022; Crenshaw, 2013; Dotson, 2018; M. 

Pauwels, 2020; Qasim, 2012; Walters, 2018; Wineinger & Nugent, 2020; 

Yousuf, 2021). Oleh karena itu, politik identitas dimaknai dan diartikan 

sebagai cara untuk membebaskan yang tertindas dari penindasan melalui 

penyadaran kembali terhadap identitas mereka (Ritchie, 2021). Dari sudut 

pandang marxisme, praktik dari politik identitas ditujukan untuk 

mendapatkan pengakuan, penghormatan, otonomi dengan berbasiskan 

pada atribut dan kepentingan bersama (Das, 2020).  

Beberapa contoh kelompok kiri yang menggunakan politik identitas 

untuk melawan penindasan secara sistemik seperti: 1) The Combahee River 

Collective di Boston pada era 70-an yang populer di antara warga kulit hitam 

yang menyerukan perlawanan terhadap penindasan karena ras, kelas sosial, 

dan orientasi seksual (Çalışkan & Reissner, 2019; Cespedes et al., 2017; 
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Herrmann, 2018); 2) #MeToo Movement di amerika serikat (Hansen & Dolan, 

2022) yang melawan kekerasan seksual; 3) gerakan The Pro-Choice yang 

mendukung hak atas aborsi (Muszynski & Staggenborg, 1995); 4) gerakan El 

Movimiento Pro-Emancipación de las Mujeres de Chile yang menyerukan hak 

demokrasi dan politik berserta kesejahteraan buruh perempuan (Miranda & 

Soto, 2021); 5) gerakan La via Campisena yang menyuarakan penindasan 

terhadap pekerja perempuan di sektor pertanian dan perkebunan sekaligus 

melawan hagemoni patriarki (Desmarais, 2008; Rosset et al., 2021; Val et 

al., 2019). 

 

Tiga Tanda Politik Identitas yang Negatif 

Ada banyak kajian yang mendapati politik identitas di Indonesia 

menuju arah yang negatif. Menurut Deasy Simandjuntak (2019), selama 

masa-masa pemilihan umum serentak di Indonesia ada banyak mobilisasi 

massa dan sentimen berbasiskan etno-religius. Ironisnya, menurut Romli 

(2019), ada keterlibatan aktor, gerakan politik, serta organisasi sipil di 

dalamnya. Pada Pilpres 2019 misalnya, kedua pasangan calon 

menggunakan simbol agama dalam hal ini Islam sebagai agama minoritas 

sebagaimana deskripsi dari penelitian yang dilakukan oleh Temby & Hu, 

(2019): 

On the eve of the election on April 17 both sides have called on their 
supporters to wear white to the polling booth—as if the vote were an act 
of religious observance. The Jokowi Ma’ruf National Campaign team 
made its call in reaction to a call first made by the anti Ahok opposition 
212 movement to wear white and guard the polling places until closing 
time. 
Berdasarkan kajian kami, ada enam tanda politik identitas yang negatif 

yang kini dan nanti akan selalu terjadi. Ketiga tanda negatif ini jika 

diabaikan akan terus mencetuskan ketegangan SARA, hoaks, pelintiran 

kebencian, dan ketidakpercayaan terhadap negara dan penyelenggara 

Pemilu yang dapat menyebabkan polarisasi, kerusuhan, populisme, 

ketidaktahuan terhadap politik dan demokrasi sehingga dapat merusak 

modal sosial dan menurunkan kapasitas masyarakat dalam menghasilkan 

pencapaian terbaik (Herdiansah, 2017). Ketiga fenomena itu diantaranya: 

1. Identitas senjata (Weaponized identity) 

Weaponized identity atau identitas yang dipersenjatai menurut Hintjens 

(2001), Ezra  (2020), dan  Lacombe (2021) adalah teknik politik yang 

memanipulasi perasaan  seseorang dan kelompok akan identitasnya  melalui 

imajinasi budaya yang meyakinkan mereka tentang siapa yang paling pantas 

dan mengapa mereka harus dimusuhi. Fenomena identitas yang 

dipersenjatai melibatkan pengalaman, perspektif, dan kolektifitas yang 

merupakan kunci utama pengorganisasian identitas (Bowen, 2021).  
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Jika kita cermati, kondisi perpolitikan pasca reformasi yang memang 

mengalami kebebasan dan kemajuan dari sebelumnya ini namun di sini 

timbul masalah baru berupa paradoks-paradoks, termasuk fenomena 

negatif politik identitas akibat dari hadirnya kelompok-kelompok yang 

mempolitisasi identitas dalam masyarakat (Frenky, 2021). 

Pembacaan kami terhadap beberapa buku tentang propaganda Nazi 

terkait fenomena ini mendapati Penggunaan retorika dan propaganda yang 

memanfaatkan prasangka menjadi hal wajib yang terus menerus dilakukan 

untuk menguatkan imajinasi antagonisme, superioritas, dan keterancaman 

(Fritzsche, 2022; Hoffmann & Evans, 2005; Hutton, 2017; Jones, 2002; 

Lemmons, 2013). Muara fenomena ini adalah pemutusan interaksi dengan 

pihak yang dianggap musuh, penciptaan pertentangan, glorifikasi 

superioritas, keyakinkan akan adanya ancaman, curiga terhadap wacana-

wacana intelektual, memilki tafsir sendiri terhadap kebhinekaan, dan 

melegalkan tindakan persekusi dan intoleransi, dan mobilisasi protes terus-

menerus untuk isu-isu yang dianggap mengancam dan menyerang identitas. 

Menurut Bruce White dan Emilia Groupp (2020), fenomena ini 

memberikan informasi tentang budaya yang dimanipulasi untuk memicu 

ketidakamanan, ketakutan akan kehilangan makna, ancaman terhadap 

konsep diri, dan rasa ketidakadilan. Dalam hal ini, ada tiga teknik 

weaponization of identity, di antaranya:  

a. Mengkonstruksi perbedaan yang menjelekkan dan menakut-nakuti, 

sembari memanfaatkan permusuhan yang sudah ada sebelumnya 

antara kelompok untuk lebih memanipulasi perpecahan. 

b. Adanya gagasan eksklusif tentang identitas diri dalam kelompok yang 

membenarkan permusuhan dalam hal absolut secara moral. 

c. Adanya pembatasan yang konsisten terhadap diskursus tentang 

tentang budaya, simbol, dan narasi. Hal ini diperlukan untuk 

memperkuat konstruksi permusuhan yang telah tercipta.  

Contoh nyata dari fenomena ini dalam masa-masa kampanye adalah 

penggunaan istilah pribumi, ulama, dan umat yang digunakan selama 

pilkada Jakarta 2017 dan Pemilu serentak 2019 yang terbukti sukses 

menciptakan kekerasan sosial meskipun dalam skala mikro dan meso 

berupa persekusi dan intoleransi, mobilisasi massa untuk tujuan 

protes, dan anggapan jika ketiga istilah tadi benar-benar sedang  

terancam.   Dalam lintasan sejarah, ada banyak aktor dan gerakan 

politik yang menggunakan fenomena ini seperti Hitler dengan partai 

Nazi-nya dengan supremasi ras Arya Jerman, Theodore Herzt dengan 

Zionisme Yahudi, dan ISIS yang mempersenjatai identitas umat Islam.  

2. Siberbalkanisasi (Cyberbalkanization/splitinternet)  

Menurut Bennett (2012) dan Bonacchi et al (2018)  pertautan antara 

politik identitas dengan dunia digital terutama media sosial  berpotensi 

menyebabkan konsekuensi yang serius bagi negara. Terlebih, saat ini media 
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digital memainkan peran fundamental dalam pembentukan identitas 

nasional (Khan, 2012). Salah satu fenomena yang seringkali luput dari 

pembahasan adalah siberbalkanisasi (Cyberbalkanization atau splitinternet) 

yang diartikan sebagai segregasi dan fragmentasi yang diciptakan melalui 

internet sehingga penggunanya terkelompok berdasarkan faktor-faktor yang 

sama (like-minded people) seperti ideologi, afiliasi politik, pemahaman 

agama, dan lain sebagainya yang cenderung homogen (Chung hong Chan et 

al., 2019). 

Ciri utama dari siberbalkanisasi adalah adanya isolasi secara sukarela 

dari para pengguna, karena pada dasarnya mereka yang memiliki kesamaan 

yang cenderung tidak menyukai keberagaman dalam interaksi (van Alstyne 

dan Brynjolfsson, 1996) sehingga mereka membentuk komunitas mikro 

yang sesuai dengan pandangannya dan dari sana mereka mengembangkan 

identitas menjadi fandom yang fanatik (Fenton et al., 2021). Perihal isolasi 

sosial ini, Scott Malcomson dalam bukunya “Splinternet: How Geopolitics and 

Commerce are Fragmenting the World Wide Web” yang dibahas oleh Grinberg 

( 2018) menyatakan bahwa ada proses yang kuat antara pencarian dan 

komunitas: 

Search and community are closely related. A search engine finds 
commonalities among things based on their attributes, then ranks the 
results according to indices of popularity, power or quality.  
Pada awalnya fenomena ini terjadi karena adanya penyensoran dari 

negara terhadap konten-konten tertentu yang membuat para pengguna 

internet gagal mengakses keberagaman informasi (Anderson, 2012; Lemley, 

2020). Namun, lambat laun fenomena ini juga terjadi dalam kondisi 

keterbukaan. Kajian dari Temby & Hu (2019) mendapati para pengguna 

internet dalam konteks Indonesia mengelompokkan diri mereka ke dalam 

gelembung-gelembung misalnya grup fandom paslon maupun pasukan siber 

di medsos. Kumpul sekolam, kelompok Kadrun, Saracen, dan Lambe Turah 

adalah contohnya dari terjadinya fenomena ini dalam konteks Pemilu.   

Lebih jauh, ada empat dampak nyata dari fenomena ini yaitu (1) 

munculnya tendensi yang membenarkan dan merindukan otoritarianisme 

(Muller, 2017); (2) dapat mengakibatkan terjadinya polarisasi terutama pada 

kalangan anak muda sebagai pengguna internet terbesar (Chung-hong Chan 

dan Fu, 2015); (3) memungkinkan ekosistem untuk radikalisme 

berkembang, baik  secara individual atau yang diistilahkan dengan lone wolf 

maupun kolektif dikarenakan proses internalisasi kebencian menjadi lebih 

efektif karena eksposur informasi yang homogen secara terus- menerus 

sehingga menjadi sebuah kebenaran; (4) menormalisasi penolakan terhadap 

keberagaman informasi (Janc, 2016; Thornton & Henderson, 1997); (5) 

memperbesar kemungkinan terjadinya ketakutan sosial-politik yang 

manipulatif.  
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3. Kebangkitan Konservatisme dan Populisme Agama  

Ketegangan politik dalam Pilkada Jakarta 2017 dan  Pemilu 2019 oleh 

beberapa peneliti sering dikaitkan pada fenomena kebangkitan 

konservatisme dan populisme khususnya Islam (Aji & Yunus, 2019; Jayanto, 

2019). adanya fenomena kebangkitan Islam [as Shahwa al Islamiyya] di 

ranah politik  merupakan indikasi menguatnya semangat Islam fundamental 

[al Ghirah al Islamiyya] (Huda, 2021; Muharam et al., 2021; Nurjaman et al., 

2018; van Bruinessen, 2002). 

Apalagi pasca aksi bela Islam yang membangkitkan mobilisasi politik 

Islam secara sistemik. Pada Pemilu 2019, kedua paslon pada dasarnya 

mendasarkan pertarungan politiknya pada upaya untuk merebut suara 

umat Islam yang menjadi mayoritas karena itu pada kedua paslon selalu 

menonjolkan aspek religiutas melalui strategi politik yang tepat (Sihidi et al., 

2020) seperti safari ke pondok-pondok pesantren, menggandeng pendakwah 

yang berpengaruh untuk kampanye, membuat itjima ulama, dan lain 

sebagainya.  

Kebangkitan politik identitas berbasis keIslaman tidak terjadi secara 

spontan ataupun sebatas  pemahaman yang salah atas agama,  tetapi  juga 

dikarenakan ada semangat kecintaan terhadap agamanya dan perasaan 

termarjinalisasi (Basya, 2019) yang disertai skeptisisme politik (Basya, 

2021). Sehingga narasi untuk kembali pada sistem ataupun calon yang 

dianggap paling Islam menjadi keutamaan, seringkali agama Islam dihadap-

hadapkan dengan demokrasi, padahal sebaliknya. 

Apalagi fenomena ini terpaut dengan digitalisasi sehingga akselarasinya 

berlangsung lebih cepat. Misalnya, pada kasus yang mengaitkan paslon, 

partai, dan pendukung lawan dengan tragedi masa lalu seperti PKI maupun 

DI/TII maupun narasi yang berupaya merevisi sejarah dengan mengecilkan 

pihak lain dan menempatkan umat Islam sebagai pemilik kredit yang 

terbesar atas NKRI sehingga berhak mendapatkan porsi lebih tetapi disatu 

sisi mereka pun menginginkan hanya kelompok mereka saja buka sesame 

islam lainnya yang mereka pandan kurang islam karena soal politik.  

Padahal, bukan berarti dahulu tidak ada yang berjuang membawa identitas 

Islam untuk tegaknya Indonesia, tapi tidak semestinya hal itu digunakan 

untuk menekankan pada persoalan  siapa yang mesti dapat kredit paling 

besar karena NKRI pada dasarnya diperjuangkan bersama-sama melampaui 

sekat mayoritas-minoritas. 

Dampak dari hal ini tidak bisa dipandang remeh,menurut Prayogi 

(2019) yang mengambil contoh dari Pilkada Jakarta,misalnya 

dapat  mempengaruhi preferensi pilihan dalam kontestasi pesta demokrasi. 

Arifin (2019) juga turut merespon hal ini jika  terus dirawat akan  menjadi 

strategi yang permanen dalam kontestasi politik elektoral di tingkat nasional 

maupun lokal. Dalam konteks aksi bela Islam misalnya, hal itu telah 

membuktikan dapat dijadikan metode otoritatif yang efektif untuk 
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membentuk wacana sekaligus politik (Ahyar & Alfitri, 2019). Apalagi dalam 

konteks Indonesia, agama sering dipahami dalam tipologi keberagaman yang 

biner, misalnya antara santri versus abangan, Muslim puritan versus 

Muslim sinkretis, religious nasionalis vs religious intoleran, dan liberal 

versus kaffah. 

Lebih jauh, seringkali narasi politik identitas keIslaman ini dibenturkan 

dengan sikap anti terhadap kelompok China dan minoritas yang berbeda 

sementara mereka yang melawannya pun mengasosikan politik identitas 

keislaman ini terpuat dengan etnis arab. Di sini sudah terjadi pembentukan 

konservatisme agama yang intoleran, counter-narasi yang kebablasan, dan 

rasisme yang sangat berbahaya. Nicholas Goodrick-Clarke dalam bukunya 

berjudul “Black Sun: Aryan Cults, Esoteric Nazism, and  Aryan Cults, Esoteric 

Nazism and the Politics of Identity” (Whaley, 2004), mendeskripsikan: 

The risks of racist religiosity are great. By projecting grievances, fears 
and anxieties onto the “shadow” figures of other races, religious 
transcendency is stunted and perverted into the dynamics of exclusion 
and hatred. Instead of genuine spirituality, there is partiality, 
separation, restriction. A rigid selfrighteousnes leads down into the 
spiritual basement of a primitive dualism, where pseudo-salvation 
depends on the elimination of the Other. The political projection of 
religious Manichaeism onto human differences inevitably leads to strife 
and violence. 

 

Empat Penyebab Politik Identitas menjadi Negatif 

Kami mendapati ada empat penyebab praktik politik identitas 

membawa ke arah yang negatif. Di antaranya:  

1. Normalisasi Budaya Partisan  

Budaya partisan yang berlogika “kita” versus “mereka” yang 

berkonotasi negatif selalu dinormalisasi atas nama kemelakatan pada 

kelompok. Budaya partisan menurut kamus Merriam-Webster diartikan 

sebagai sebagai keberpihakan yang kuat bahkan cenderung buta. Dalam 

konteks politik sehari-hari, memilih untuk tidak partisan akan dipandang 

aneh, karena netralitas dan bersikap biasa saja terhadap pilihan merupakan 

suatu sikap yang masih belum dapat diterima sepenuhnya bahkan 

diasosiasikan dengan sikap apatis dan buta politik.  padahal mereka yang 

bersikap netral tidak selalu apatis apalagi buta politik, tidak sedikit yang 

memilih untuk tidak ingin terjebak pada polarisasi yang menyesatkan 

karena sesungguhnya politik itu luwes, bahkan ada istilah “yang dilawan 

hari ini, bisa menjadi kawan di hari esok dan nanti”. 

Terjebak pada budaya  partisan dalam konteks politik pada akhirnya 

membuat kita tidak ada kedirian, bahkan membenarkan cara-cara yang 

tidak benar untuk menjatuhkan bahkan membenci pihak lawan secara 

terus-menerus. Tucker Carlson dalam bukunya berjudul “Politician, 
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Partisans, dan Parasites” (2003) mendeskripsikan seorang yang terjebak 

pada budaya partisan dengan:  

scene in Animal Farm where the pigs repaint the slogans on the side of 
the barn and expect all the other animals to pretend they’ve never 
changed. When you’re a partisan, you’re the other animals. The party 
tells you what to do, and you do it. You take directions. You obey. It’s like 
being in the Army, without the nobility. You’re an orderly, the weakest 
guy in prison, somebody else’s errand boy. You’re not a man (Tucker 
Carlson, 2003). 

2. Adanya Aktor Politik Termasuk Pemuka Agama yang Melegitimasi dan 

Menyebarkan Politik Identitas yang Negatif  

Pada kasus Pemilu 2014, ulama sulit melepas perannya dari politik 

identitas, terlepas dari keterlibatan mereka dalam partai politik atau tidak. 

Di lain sisi, keterlibatan ulama dalam Pemilu berkontribusi menjaga 

netralitas. Namun sayangnya, beberapa ulama justru melarang umatnya 

untuk memilih kandidat tertentu (Winarni, 2014). Berdasarkan politik 

identitas dan evaluasi atas sikap para ulama di media sosial, mereka 

berafiliasi dalam pemilihan presiden dengan menggunakan agama sebagai 

tujuan politik. Bagaimanapun, Pemilu 2014 memungkinkan mereka untuk 

memikirkan ulang sikap politik mereka karena banyak isu negatif yang 

muncul selama kampanye dibandingkan Pemilu tahun 2004 dan 2009. 

Politik identitas para ulama tampak selalu dalam agenda perubahan dan 

dapat berkontribusi dalam pemilihan presiden. Lebih lanjut, tradisi safari 

politik selama sebelum pemilihan berlangsung membentuk keunikan 

karakter di setiap pemilihan presiden di Indonesia. Peran ulama muncul 

melalui fatwa, meskipun jika kandidat yang mereka larang untuk dipilih 

pada akhirnya menang maka fatwa tersebut tidak lagi berlaku (Winarni, 

2014). 

3. Marjinalisasi  

Selama ini, marjinalisasi selalu dikonstruksi di dalam ruang perasaan. 

Padahal, kenyataan sosial-lah yang mendorong seseorang merasakan 

dirinya termarjinalkan. Fakta sosial masih menyatakan Indonesia sedang 

bergelut dengan masalah kesejahteraan yang oleh Almarhum Buya Syafie 

Maarif dikarenakan kita sebagai bangsa yang besar menelantarkan sila 

kelima tentang keadilan sosial bagi rakyat Indonesia (2016).  

Realitas sosial pada akhirnya memberikan pembenaran dan kebenaran 

terhadap marjinalisasi, baik dalam ruang identitas teologis, ekonomi, sosial, 

dan budaya. Bahkan, aktor politik pun menggunakan narasi kampanye yang 

mengandung marjinalitas tadi sebagai branding utama seperti adanya 

narasi  pro-rakyat kecil, pribumi tertindas, dan Islam terancam. Jika 

perasaan dan kenyataan ini terus menerus dipelihara maka bukan tidak 

mungkin dipelintir ke arah yang negatif dan dapat menyediakan ekosistem 

yang subur untuk tumbuhnya politik populis yaitu suatu kondisi politik 

yang hanya memberi perhatian terhadap secuail agenda politik yang dapat 
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mendulang dan mempertahankan kekuasaan tanpa mempunyai arah dan 

inisiatif terbaik untuk rakyat (Gidron & Hall, 2020) bahkan mendorong 

terjadinya provokasi kearah revolusi sosial, karena logika terjadinya revolusi 

sosial jika menurut para intelektual kiri ketika roti, ekonomi, dan hati 

terpinggirkan. 

4. Munculnya Pandangan Ekstremis dari Ruang Publik 

Kebebasan dan keterbukaan yang kita rayakan di ruang publik 

nyatanya membuka ruang penyebaran pemahaman ekstremisme menjadi 

lebih cepat dan terang-terangan. Cherin George mengistilahkan ini sebagai 

pelintiran kebencian, yang memanfaatkan ekosistem keterbukaan untuk 

menyebarkan pemahaman antagonisme (George, 2017). Memainkan nama 

Tuhan sembari  memanfaatkan Google (internet) dan pengaruh globalisasi 

menjadi keutamaan (Miller-Idriss, 2017).   

Apalagi di era saat ini dan nanti, seseorang yang memiliki pandangan 

ekstrem tidak perlu menjadi aktor politik setara Adolf Hilter, misalnya untuk 

menyebarkan kebencian pada pihak lain. Cukuplah memiliki pengikut yang 

banyak di media sosialnya. Dari situlah dia akan menyebarkan pandangan 

ekstrem tersebut secara cepat. Munculnya influencer atau orang yang 

berpengaruh atau mampu mempengaruhi karena memiliki pengikut di 

media sosial pribadinya yang cukup besar, yang tentu saja,  di luar spektrum 

gerakan politik seringkali digaet oleh gerakan politik elektoral untuk 

menguatkan basis dukungannya karena pengikut dari influencer tadi 

tetaplah menjanjikan untuk mempengaruhi opini publik. Dan publik  pun 

cenderung menerima pandangan ekstrem tadi sebagai alternatif  yang 

mencerahkan padahal belum tentu.  

5. Isu Kepercayaan  

Meskipun ada survey yang menyatakan kepuasaan terhadap 

pemerintah meningkat, bukan berarti soal kepercayaan harus diterima 

begitu saja sehingga seolah-olah sangat kuat. Terbukti dengan adanya 

ketidakpercayaan terhadap hasil Pemilu 2019 dan bahkan bertahan hingga 

saat ini. Hampir setiap isu yang coba diselesaikan oleh pemerintah maupun 

penyelenggara Pemilu dianggap hanyalah rekayasa dan sebatas pencitraan. 

Dalam konteks politik identitas, isu kepercayaan dapat dimanfaatkan untuk 

mendorong terjadinya pembangkangan sipil dalam skala mikro maupun 

makro.  

6. Minimnya Literasi Politik  

Literasi politik bukan saja soal seberapa banyak membaca buku-buku  

dan seberapa banyak  soal politik di hadirkan tetapi lebih daripada itu 

adalah proses berkelanjutan diruang pendidikan untuk mengerti dan 

memahami iklim demokrasi dan politik yang luwes, damai, dan sadar akan 

kebhinekaan. Ironisnya, sosialisasi terhadap literasi politik masih kurang, 

jikapun ada masihlah terpaut pada dunia akademis dan pelaksanaannya 

sebatas formalitas semata.  
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Memitigasi Dampak Negatif Politik Identitas  

Ada delapan cara untuk memitigasi dampak negatif politik identitas 

yang mencakup tiga aspek yaitu pencegahan, penindakan, dan 

penyelesaian.  Aspek pencegahan lebih kepada pendidikan, penindakan 

lebih kepada hukum, dan penyelesaian lebih kepada upaya-upaya 

sosiologis.  

1. Aspek Pencegahan  

a. Menekankan kampanye berbasis ide  

Penyelenggara Pemilu, pemerintah, maupun aktor politik perlu 

bersepakat untuk berkampanye berbasis gagasan dan hal-hal yang 

esensial alih-alih membakar perbedaan. Boleh jadi, hal ini sulit 

dilakukan di tengah pragmatisme politik. Namun hal ini  perlu 

dicoba menjadi eksperimen sosio-politis dengan memberikan 

pemahaman pada masyarakat jika masalah kepemimpinan politik 

bangsa ini yang cenderung kacau dikarenakan kampanye yang jauh 

dari hal-hal yang esensial.Tentu saja politik uang dan sentiment 

harus ditepikan karena yang pertama akan membuka peluang 

terjadinya penyalahgunaan sementara yang Kedua akan membuka 

peluang terjadinya benturan.   

b. Nol toleransi terhadap intoleransi 

Fenomena normalisasi terhadap intoleransi yang terjadi selama 

Pemilu 2019 (Toha, 2017; Toha et al., 2021) perlu diatasi dengan 

sikap yang intoleran terhadap intoleransi itu  sendiri. Kendati 

intoleransi dipandang sebagai ancaman terhadap pluralitas, ia bisa 

menjadi sebuah kata yg penting digamit, yakni: kita mesti bersikap 

intoleran terhadap segala bentuk intoleransi itu sendiri. Jadi, 

intoleransi dapat masuk akal manakala dimaksudkan untuk 

mencegah segala bentuk tindakan dehumanistik yang merusak 

kebhinekaan atas nama apa pun juga. 

c. Menguatkan literasi dan praktik politik berbasis etika dan moral 

serta kritisisme 

Menurut Hasibuan dkk. (2018) kuatnya budaya korupsi 

menghasilkan tindakan elit politik yang mementingkan kepentingan 

pribadi dan kelompoknya sehingga mereka terlepas dari kesadaran 

terhadap kepentingan umum apalagi soal  etika dan tanggung jawab 

moral. Di tingkat elit, mulai dari aktor dan partai politik perlu 

menekankan praktik politik berbasis etika dan moral. Hal ini 

diperlukan agar praktik politik tidak disalahpahami sebatas upaya 

untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan.  Selain itu 

paradigma politik perlu diubah dari “disharmoni” menjadi harmoni. 

Kritisme perlu untuk dikembangkan untuk mendiagnosa, 

mencegah, dan menyelesaikan permasalahan. Di ranah praktis, 
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perlu adanya dorongan terus menerus melakukan Pengawasan 

partisipatif terutama diruang privat yang tidak tersentuh oleh oleh 

pengawas Pemilu.  

d. Pemuka agama dan gerakan keagamaan perlu aktif dalam 

berdakwah secara kultural dan kontekstual  

Politisasi identitas keagamaan yang negatif tentu tidak hanya terjadi 

pada agama Islam namun juga agama lain yang diakui di Indonesia. 

Dikarenakan Islam menjadi agama mayoritas, seringkali jauh lebih 

sering dimanfaatkan. Di poin ini, kami mengutip deskripsi dari 

Azhar Ibrahim dalam bukunya “Memikirkan ulang tradisi untuk 

pembaharuan” (2019) sebagai solusi, yang menyatakan:  

Kefahaman Islam yang luas, dengan sisi intelektualisme yang 

ampuh, bervisi kemanusiaan, serta keprihatinan kepada latar 
dan nuansa kebudayaan adalah hal yang perlu terus-menerus 
ditampilkan. Dengan masyarakat yang semakin deras 

berubah, serta demografi umat yang relatif muda, 
berpendidikan, dan urban, maka cara berdakwah tidak boleh 

lagi menggunakan pola lama. Sikap serba tahu, serba betul, 
dan benar dengan penyampaian yang keras hanya akan 
merusakkan citra Islam sebagai agama damai. 

e. Mendukung wacana-wacana yang melawan politik identitas dari 

lapisan masyarakat termasuk mahasiswa dan membina generasi 

muda berbasis nasionalisme yang positif. Gerakan mahasiswa perlu 

diberikan ruang yang cukup untuk terlibat dalam upaya-upaya 

meretas politik identitas yang arahnya negatif. Ruang-ruang 

diskursus yang mereka ciptakan  sebelum dan sesudah Pemilu 

perlu didukung dan kajian mereka perlu untuk dipertimbangkan. 

Protes dan kritik yang mereka lakukan jangan terus menerus dinilai 

secara negative karena seringkali apa yang mereka lalukan 

merupakan upaya sadar akan tanggung jawab mereka sebagai 

intelektual organik.  

Dukungan dalam konteks ini tidak melulu hanya dalam konteks 

finansial tapi fasilitas dan upaya-upaya untuk merespon apa yang 

mereka temukan di lapangan.  Pembinaan dan pengembangan 

generasi muda Indonesia sebagai revitalizing agent perlu dibina atas 

empat landasan kukuh: 1) landasan ideologis-Pancasila; 2) 

landasan konstitusional-Undang-Undang Dasar (UUD) 1945; 3) 

landasan strategis-garis-garis besar haluan negara; 4) landasan 

historis-Sumpah Pemuda 1928 & Proklamasi Kemerdekaan 1945. 

Memberdayakan generasi muda sangat penting apalagi di tengah 

momentuk bonus demografi. Mereka bisa menjadi garda terdepan 

dalam memutus pahaman-pahaman yang salah seperti politik 

identitas yang negatif.  
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2. Aspek Penindakan  

a. Penegakan hukum yang tegas, terbuka, responsif, dan tidak 

pandang bulu  

Kelemahan penegakan hukum terutama dalam hal-hal yang 

menyentuh isu-isu yang sensitif masih dinilai berat sebelah bahkan 

ada kecurigaan mereka yang berada pada posisi yang berkuasa 

akan aman dari penindakan.  Sehingga menjadi wajar jika 

kemudian publik sampai menganggap ada perlindungan terhadap 

kelompok buzzer oleh pemerintah dikarenakan beberapa-beberapa 

oknum yang mendukung pemerintah yang juga sempat menyentuh 

sensitifitas terutama agama dan suku tidak diberi tindakan/sanksi 

tegas.  Penegakan hukum yang memenuhi kaidah tegas, terbuka, 

responsif, dan tidak pandang bulu dapat meningkatkan 

kerpercayaaan publik.   

b. Cross-cutting royalty sebagai hukuman sosial  

Publik dan aktor politik perlu dididik untuk berani menarik 

kesetiaan sekiranya aktor dan gerakan politik yang diikutinya atau 

tengah mendekatinya ternyata berpotensi merusak kebhinekaan. 

Cross-cutting royalty ini adalah hukuman sosial yang mana dapat 

mencegah mereka yang memainkan politik kebencian untuk berada 

pada tampuk kekuasaan.  

3. Aspek Penyelesaian  

a. Rekonsialisasi sosial-politis  

Menurut Hasibuan et al (2018), selepas Pemilu pihak-pihak yang 

bertanding dan para pendukungnya dengan difasilitasi dan dikawal 

oleh penyelanggara Pemilu dan gerakan sipil perlu untuk melalukan 

rekonsiliasi agar ketegangan tersebut usai selepas penentuan calon 

yang menang. Dialog menjadi kunci utama untuk mencerabut 

kebencian-kebencian yang terlanjur tertanam. Memberi contoh 

yang baik, menurut (Ardipandanto, 2020) Pemerintah dan Lembaga 

Perwakilan Rakyat (DPR RI dan DPD RI) perlu mengajak semua 

tokoh masyarakat, baik tokoh politik atau tokoh agama, agar 

mereka semua harus bersama-sama memberikan contoh yang baik.  

 

KESIMPULAN 

Di tengah kehidupan berbangsa yang masih bergelut pada berbagai isu 

seperti kesejahteraan, hak asasi manusia, keagamaan, hukum, dan lain 

sebagainya perihal politik identitas akan menjadi bola liar, meskipun tidak 

selalu negatif tetapi akan tergantung dengan aktor politik yang bermain dan 

para pemilih yang dimainkan apalagi di era digital dengan berbagai 

permasalahannya. Penelitian kami menemukan ada delapan cara dalam 

mengatasi dampak negatif politik identitas, tetapi kedelapan cara ini perlu 

dimulai dari upaya peningkatan kualitas melalui tindakan yang terarah dan 
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konsisten terhadap demokrasi, pendidikan politik dan demokrasi, 

kepemimpinan, hukum, dan keamanan dari segenap lapisan bangsa 

sebelum dan sesudah Pemilu untuk menghindari disintegrasi bangsa.  
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